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Abstraksi 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus 

meningkat sehingga negara menetapkan ancaman pidana minimum khusus 

melalui Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, namun dalam praktik sejumlah putusan Hakim menunjukkan 

pidana yang dijatuhkan berada di bawah batas minimal empat tahun 

penjara dan denda Rp800.000.000 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian 

antara norma undang-undang dan penerapan peradilan. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui 

analisis putusan pengadilan dan wawancara Hakim untuk menelaah 

penerapan pidana minimum khusus serta dasar pertimbangan Hakim dalam 

penyimpangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

putusan menjatuhkan pidana jauh di bawah batas minimum khusus, 

sementara dasar pertimbangan Hakim didominasi gabungan pertimbangan 

yuridis dan non-yuridis, seperti kecilnya barang bukti, penggunaan untuk 

konsumsi pribadi, urine positif, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan 

peredaran gelap. Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan prinsip 

kemerdekaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga pidana di 

bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan mencerminkan 

keadilan substantif dalam perkara konkret. 
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Abstract  
The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia continue to rise, 

prompting the state to impose special minimum sentencing provisions 

through Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. 

However, in practice, several court decisions demonstrate that the sentences 

imposed fall below the statutory minimum of four years’ imprisonment and a 

fine of Rp800,000,000, creating a discrepancy between the legal norm and 

judicial application. This study employs a normative juridical method 

supported by empirical data through the analysis of court decisions and 

interviews with judges to examine the application of special minimum 

sentences and the basis of judicial considerations in deviating from such 

provisions. The results show that most decisions impose sentences significantly 

below the special minimum threshold, while the judges’ considerations consist 

of a combination of juridical and non-juridical factors, including the small 

quantity of evidence, personal-use consumption, positive urine tests, and the 

absence of involvement in narcotics trafficking networks. Judges exercise 

judicial discretion based on the principle of judicial independence under 

Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution, thereby viewing sentences 

below the statutory minimum as more proportional and reflective of 

substantive justice in concrete cases. 

 

Keywords: Special Minimum Sentence; Judicial Decision; Narcotics Crime 
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PENDAHULUAN 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

merupakan persoalan serius yang berkembang 

menjadi kejahatan transnasional dengan pola kerja 

terorganisasi, memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi, dan memperluas jangkauannya hingga 

melampaui batas negara. Indonesia dengan posisi 

geografis strategis di antara dua benua dan dua 

samudra telah berubah dari sekadar negara transit 

menjadi salah satu tujuan peredaran narkotika 

ilegal(Evi et al., 2025). Kondisi ini mendorong negara 

untuk menetapkan kebijakan hukum yang tegas 

melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yang memuat ancaman pidana 

minimum khusus  dan maksimum khusus. Pasal 112 

ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa setiap 

orang yang tanpa hak memiliki atau menguasai 

Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam 

pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda 

paling sedikit Rp800.000.000. Ketentuan ini secara 

normatif dirancang untuk memastikan konsistensi 

pemidanaan, memberikan efek jera, dan 

mencegah variasi putusan yang tidak 

proporsional(Shodiq, 2025). 
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Namun demikian, dalam praktik peradilan 

ditemukan adanya disparitas pemidanaan ketika 

beberapa putusan Hakim menjatuhkan pidana 

penjara di bawah ketentuan minimum khusus, 

meskipun pasal yang digunakan adalah Pasal 112 

ayat (1). Putusan PN Kudus Nomor 

164/Pid.Sus/2019/PN Kds, PN Majene Nomor 

63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, PN Kutai Barat Nomor 

128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, hingga Putusan MA 

Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 merupakan contoh 

putusan di mana terdakwa hanya dijatuhi pidana 

antara 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. Di 

sisi lain, Putusan PN Karanganyar Nomor 

143/Pid.Sus/2021/PN Krg menunjukkan konsistensi 

terhadap penerapan pidana minimum khusus. 

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara konstruksi normatif dan praktik pemidanaan 

yang dijalankan oleh Hakim, sehingga 

memunculkan pertanyaan akademik mengenai 

dasar pertimbangan Hakim dalam menyimpangi 

batas minimum khusus yang secara tegas diatur 

undang-undang(Hulopi, 2025).  

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat 

dari fenomena tersebut, yaitu: bagaimana 

penerapan ketentuan pidana minimum khusus 

terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan 

Hakim, dan apa dasar pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. 

Dalam konteks kajian akademik, dua rumusan 

tersebut penting untuk dianalisis karena berkaitan 

langsung dengan kepastian hukum, keadilan 

substantif, dan konsistensi penerapan undang-

undang dalam perkara narkotika. Tujuan penelitian 

ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut, yakni 

untuk mendeskripsikan penerapan pidana minimum 

khusus dalam putusan Hakim serta mengidentifikasi 

dan menjelaskan pertimbangan yuridis maupun 

non-yuridis yang digunakan Hakim ketika memutus 

di bawah minimum khusus. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif yang didukung data empiris 

sebagaimana lazim digunakan dalam kajian hukum 

pidana. Metode ini menelaah norma hukum positif 

yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan khususnya UU Narkotika serta menelaah 

putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan 

empiris. Data penelitian meliputi data primer berupa 

hasil wawancara dengan Hakim, dan data 

sekunder berupa doktrin, literatur ilmiah, 

yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, 

serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang 

relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 

menafsirkan norma dan pertimbangan Hakim 

secara sistematis dan mendalam. Kajian pustaka 

dalam penelitian ini berangkat dari pandangan 

para ahli terkait diskresi Hakim, pertimbangan 

pemidanaan, serta konsep pidana minimum khusus. 

Adela Falafiona Magaba(2023) (2010) menegaskan 

bahwa Hakim memiliki ruang diskresi yang 

bersumber dari independensi kekuasaan kehakiman 

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 

1945, sehingga Hakim tidak hanya menerapkan teks 

hukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan 

substantif. Mangiring (2024) membedakan 

pertimbangan Hakim menjadi dua: pertimbangan 

yuridis yang meliputi dakwaan, alat bukti, dan pasal 

yang didakwakan, serta pertimbangan non-yuridis 

yang mencakup latar belakang terdakwa, kondisi 

sosial ekonomi, penyesalan, dan pengakuan. 

Inugraha Al Aziz Puryasandra (2023) dan Rachmah 

Chaisari (2024)  menjelaskan bahwa pidana 

minimum khusus seharusnya menjaga konsistensi 

pemidanaan, tetapi dalam praktik sering kali 

dilampaui apabila fakta persidangan menunjukkan 

bahwa terdakwa lebih tepat diperlakukan sebagai 

penyalah guna atau pengguna untuk konsumsi 

pribadi. 

Selain itu, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU 

Narkotika membuka ruang rehabilitasi bagi 

pecandu atau penyalah guna narkotika apabila 

memenuhi kriteria tertentu, yang kemudian 

dipertegas oleh pedoman Mahkamah Agung 

melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 

Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan SEMA 

Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian Mia Putri YAni  (2022) 

serta Rawi Cander (2022) menunjukkan bahwa 

barang bukti yang kecil, urine positif, dan tidak 

adanya bukti peredaran gelap sering menjadi 

alasan Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan 

atau menyimpangi batas minimum khusus. Dengan 

demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa 

praktik pemidanaan tindak pidana narkotika sangat 

dipengaruhi keseimbangan antara kepastian 

hukum dalam undang-undang dan pertimbangan 

keadilan substantif dalam putusan. Dengan 

menggabungkan aspek normatif yuridis tersebut, 

pendahuluan ini memberikan gambaran bahwa 

persoalan pidana minimum khusus dalam perkara 

narkotika bukan hanya persoalan teknis penerapan 

undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan 

dinamika dasar pertimbangan Hakim, karakteristik 

pelaku, dan interpretasi terhadap tujuan 

pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan dua pendekatan utama, yaitu statute 

approach untuk menafsirkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

khususnya Pasal 112 ayat (1) mengenai pidana 

minimum khusus serta case approach untuk 

mengkaji putusan-putusan pengadilan yang 

relevan. Putusan yang dianalisis meliputi Putusan 

Pengadilan Negeri Kudus Nomor 

164/Pid.Sus/2019/PN Kds, Putusan PN Majene Nomor 

63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, Putusan PN Kutai Barat 
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Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, Putusan PN Sei 

Rampah Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh, serta dua 

putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan MA 

Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan MA Nomor 

2223 K/Pid.Sus/2022, yang seluruhnya menunjukkan 

praktik pemidanaan di bawah minimum khusus. 

Untuk pembanding, penelitian ini juga menelaah 

Putusan PN Karanganyar Nomor 

143/Pid.Sus/2021/PN Krg yang menerapkan pidana 

minimum khusus sesuai undang-undang. 

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan 

dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder 

seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier. 

Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif, yaitu 

dengan menafsirkan norma hukum, 

membandingkan ketentuan yuridis dengan praktik 

pemidanaan dalam putusan, dan merumuskan 

argumentasi hukum yang menjelaskan dasar 

pertimbangan Hakim dalam menyimpangi pidana 

minimum khusus.  

 

PEMBAHASAN 

Penerapan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus 

Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan  

Ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

khususnya Pasal 112 ayat (1), pada dasarnya 

dimaksudkan sebagai batas pemidanaan yang 

bersifat mengikat bagi Hakim. Pasal tersebut 

menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak 

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 

I bukan tanaman diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp800.000.000. Secara normatif, 

ancaman minimum khusus ini mengandung makna 

bahwa Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan 

pidana penjara di bawah 4 tahun dan pidana 

denda di bawah Rp800.000.000, karena batas 

tersebut merupakan patokan minimal yang 

ditetapkan pembentuk undang-undang untuk 

menjamin kepastian hukum, konsistensi 

pemidanaan, dan efek jera bagi pelaku tindak 

pidana narkotika. 

Namun, hasil telaah terhadap beberapa putusan 

pengadilan menunjukkan bahwa penerapan 

ketentuan pidana minimum khusus tersebut tidak 

berlangsung secara seragam(Taurisanto et al., 

2023). Dalam enam putusan yang menjadi objek 

penelitian, yaitu Putusan PN Kudus Nomor 

164/Pid.Sus/2019/PN Kds, PN Majene Nomor 

63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, PN Kutai Barat Nomor 

128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, Putusan MA Nomor 775 

K/Pid.Sus/2020, Putusan MA Nomor 2223 

K/Pid.Sus/2022, dan Putusan PN Sei Rampah Nomor 

589/Pid.Sus/2023/PN Srh, seluruh terdakwa didakwa 

berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, tetapi 

dalam amar putusan Hakim menjatuhkan pidana 

penjara yang berada di bawah batas minimum 4 

tahun. Rentang pidana penjara yang dijatuhkan 

berkisar antara 1 tahun 6 bulan sampai dengan 2 

tahun 6 bulan, dengan pidana denda yang juga 

tidak selalu sejalan dengan ketentuan minimum 

khusus. Kondisi ini memperlihatkan bahwa batas 

minimum yang secara normatif bersifat mengikat 

ternyata dalam praktik dapat disimpangi oleh 

Hakim. Sebagai pembanding, Putusan PN 

Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Krg 

memperlihatkan penerapan ketentuan minimum 

khusus secara lebih konsisten. Dalam putusan 

tersebut, Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara 

selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 

Rp800.000.000 subsider 2 bulan kurungan, sesuai 

dengan batas minimal yang ditentukan oleh Pasal 

112 ayat (1) UU Narkotika. Dengan demikian, dalam 

perkara ini, ancaman pidana minimum khusus 

dijadikan rujukan baku sehingga penerapan norma 

berjalan selaras antara ketentuan undang-undang 

dan putusan. Perbandingan antara mayoritas 

putusan yang menyimpangi batas minimum 

dengan satu putusan yang patuh pada batas 

minimum memperjelas adanya disparitas 

penerapan norma pidana minimum khusus 

terhadap tindak pidana narkotika(Pabbu et al., 

2023). 

Secara empiris, penerapan pidana minimum khusus 

dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan pola 

bahwa hakim tetap menggunakan Pasal 112 ayat 

(1) sebagai dasar pembuktian unsur tindak pidana, 

tetapi tidak menjadikan ketentuan minimum khusus 

sebagai batas final dalam menentukan lamanya 

pidana. Dalam enam putusan, unsur-unsur tindak 

pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 112 ayat (1) 

UU Narkotika dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan, namun lamanya pidana penjara 

disesuaikan dengan kondisi konkret perkara, 

terutama ketika terdakwa dinilai hanya 

menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, 

barang bukti narkotika berjumlah kecil, urine 

terdakwa positif metamfetamina, dan terdakwa 

tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran 

gelap narkotika(Nainggolan, 2025). Fakta tersebut 

tercermin dalam pertimbangan yuridis putusan 

yang menegaskan pemenuhan unsur pasal, tetapi 

diikuti dengan amar yang menjatuhkan pidana di 

bawah minimum khusus. 

Pola penerapan seperti ini menunjukkan bahwa 

dalam kenyataannya, ketentuan pidana minimum 

khusus tidak selalu berfungsi sebagai batas bawah 

yang tidak dapat ditembus, melainkan 

ditempatkan sebagai titik rujukan normatif yang 

masih dapat digeser melalui tafsir dan diskresi 

Hakim. Hal ini tampak dari kecenderungan Hakim 

untuk mengutamakan proporsionalitas pemidanaan 

terhadap pelaku yang tidak tergolong bandar atau 



Glorya Kalicya dkk, Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat , Volume Nomor: Nomor Halaman 

DOI: 

 

82 

pelaku peredaran gelap skala besar, walaupun 

secara normatif ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU 

Narkotika tidak membedakan secara eksplisit skala 

pelaku dalam perumusannya. Dengan kata lain, 

dalam tataran teks, pidana minimum khusus bersifat 

kaku, tetapi dalam tataran putusan, penerapannya 

menjadi lentur mengikuti penilaian Hakim terhadap 

tingkat kesalahan dan karakteristik perbuatan 

terdakwa. Akibatnya, penerapan pidana minimum 

khusus terhadap tindak pidana narkotika dalam 

putusan Hakim tidak hanya menimbulkan disparitas 

antar perkara, tetapi juga mencerminkan adanya 

jarak antara tujuan pembentuk undang-undang 

untuk menciptakan kepastian dan keseragaman 

pemidanaan dengan praktik peradilan yang lebih 

menekankan pada keadilan kasus konkret. 

Jawaban atas rumusan masalah pertama dengan 

demikian dapat dirumuskan bahwa secara normatif 

ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 

ayat (1) UU Narkotika mengikat Hakim untuk 

menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 4 tahun 

penjara dan denda Rp800.000.000, tetapi secara 

empiris penerapannya dalam putusan-putusan 

pengadilan menunjukkan penyimpangan yang 

cukup signifikan, di mana sebagian besar Hakim 

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum 

tersebut, sementara sebagian kecil putusan tetap 

konsisten mematuhi ketentuan minimum khusus. 

 

Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menjatuhkan 

Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara 

Tindak Pidana Narkotika 

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

pidana di bawah minimum khusus pada perkara 

tindak pidana narkotika pada dasarnya bergerak 

dalam dua dimensi: pertimbangan yuridis yang 

bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan fakta hukum, serta pertimbangan 

non-yuridis yang berkaitan dengan kondisi personal 

dan sosial terdakwa. Secara normatif, terdakwa 

dalam perkara yang dikaji didakwakan dengan 

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika yang menentukan 

ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000. Dalam pertimbangan yuridis, Hakim 

terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur 

delik dalam pasal tersebut berdasarkan alat bukti 

yang dihadirkan di persidangan, seperti keterangan 

saksi, keterangan terdakwa, barang bukti narkotika, 

dan hasil uji laboratorium. Setelah unsur-unsur pasal 

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, 

barulah Hakim beranjak pada penentuan jenis dan 

lamanya pidana(Soegito, 2022). 

Dalam konteks ini, salah satu landasan yuridis yang 

dipertimbangkan Hakim adalah keberadaan rezim 

hukum khusus bagi penyalah guna dan pecandu 

narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 

(1) UU Narkotika, yang mengancam penyalah guna 

narkotika bagi diri sendiri dengan pidana penjara 

paling lama 4 tahun, serta Pasal 54, Pasal 55, dan 

Pasal 103 UU Narkotika yang membuka ruang 

rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, Pasal 1 

angka 13 UU Narkotika mendefinisikan pecandu 

narkotika sebagai orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. 

Dalam perkara-perkara yang diteliti, Hakim menilai 

bahwa meskipun para terdakwa menggunakan 

narkotika untuk konsumsi pribadi, fakta persidangan 

tidak menunjukkan adanya keadaan 

ketergantungan dalam arti yang dimaksud pasal 

tersebut, dan para terdakwa juga tidak pernah 

melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya untuk 

menjalani rehabilitasi sebagaimana mekanisme 

dalam Pasal 55 UU Narkotika(Kurniawatie, 2024). 

Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 

Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA 

Nomor 3 Tahun 2015, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 

memberikan pedoman bahwa terhadap pelaku 

yang ditangkap dengan barang bukti yang relatif 

kecil, menggunakan narkotika untuk konsumsi 

pribadi, dan terbukti positif berdasarkan 

pemeriksaan urine, dimungkinkan untuk 

dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang layak 

mendapatkan rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 

ayat (1) UU Narkotika. Namun, dalam perkara yang 

dianalisis, pasal tersebut tidak didakwakan oleh 

Penuntut Umum, sehingga Hakim terikat pada 

dakwaan Pasal 112 ayat (1) dan tidak dapat secara 

serta-merta mengubah dasar pemidanaan menjadi 

Pasal 127 ayat (1). Keterikatan Hakim pada surat 

dakwaan merupakan bagian dari asas legalitas 

dan batasan wewenang dalam hukum acara 

pidana. 

Dalam situasi demikian, Hakim mengambil posisi 

antara kepastian hukum dan keadilan substantif. 

Kepastian hukum menuntut penerapan pidana 

minimum khusus sesuai Pasal 112 ayat (1), 

sementara keadilan substantif menghendaki agar 

pemidanaan mempertimbangkan fakta bahwa 

para terdakwa bukan bagian dari jaringan 

peredaran gelap, barang bukti yang disita relatif 

kecil (kurang dari 1 gram), tidak tertangkap tangan 

sedang menggunakan narkotika, dan penggunaan 

lebih bersifat konsumsi pribadi. Pertimbangan non-

yuridis seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, 

sikap kooperatif, belum pernah dihukum, dan latar 

belakang sosial ekonomi yang lemah turut 

diperhitungkan sebagai keadaan yang 

meringankan. Pertimbangan keadaan yang 

meringankan dan memberatkan ini merupakan 

elemen penting dalam setiap putusan pidana(Yana 

et al., 2025). Di samping itu, Hakim juga 

mendasarkan pertimbangan pada prinsip 

kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Kebebasan tersebut dipahami 

sebagai ruang diskresi bagi Hakim untuk tidak 

hanya sekadar menjadi “corong undang-undang”, 

tetapi juga menimbang akibat sosial dan moral dari 

putusan. Dalam perspektif ini, Hakim menilai bahwa 

menjatuhkan pidana sesuai minimum khusus 

kepada pelaku dengan karakteristik sebagai 

pengguna dengan barang bukti kecil akan 

berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sehingga 

Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana di bawah 

minimum khusus tanpa mengubah pasal yang 

diterapkan. 

Lebih jauh, frasa “dapat memutus” dalam Pasal 103 

ayat (1) huruf a UU Narkotika yang memberikan 

kewenangan kepada Hakim untuk memerintahkan 

pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi 

jika pecandu terbukti bersalah, dimaknai sebagai 

memberikan pilihan, bukan kewajiban absolut. 

Menurut penafsiran ini, Hakim berwenang untuk 

tidak menerapkan rehabilitasi sekalipun terdapat 

indikasi penyalahgunaan, apabila tidak didukung 

alat bukti yang meyakinkan mengenai status 

pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. 

Dengan demikian, pilihan Hakim untuk tetap 

menjatuhkan pidana penjara, tetapi di bawah 

minimum khusus, merupakan bentuk kompromi 

antara tidak menerapkan skema rehabilitasi dan 

tidak pula menjatuhkan pidana penuh sesuai 

minimum khusus yang kaku. Dengan seluruh 

konstruksi tersebut, dasar pertimbangan Hakim 

dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum 

khusus dapat dirumuskan sebagai kombinasi antara 

pertimbangan yuridis berupa keterikatan pada 

dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, 

pembacaan terhadap Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, 

Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, serta pedoman 

SEMA dan pertimbangan non-yuridis berupa kondisi 

individual terdakwa, kecilnya barang bukti, 

ketiadaan keterlibatan dalam peredaran gelap, 

serta pertimbangan keadilan substantif. Keseluruhan 

pertimbangan ini kemudian menjadi dasar bagi 

Hakim untuk menyimpangi kewajiban menerapkan 

pidana minimum khusus secara aritmetis, dan 

memilih menjatuhkan pidana di bawah minimum 

khusus dengan alasan bahwa putusan demikian 

lebih mencerminkan keadilan dalam kasus konkret 

yang diperiksa. 

KESIMPULAN 

1. Penerapan ketentuan pidana minimum khusus 

terhadap tindak pidana narkotika tidak 

berjalan seragam dan menunjukkan disparitas. 

Walaupun Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika 

mewajibkan pidana paling singkat 4 tahun 

penjara dan denda Rp800.000.000, mayoritas 

putusan yang dikaji baik putusan PN maupun 

MA menjatuhkan pidana di bawah batas 

tersebut (1 tahun 6 bulan–2 tahun 6 bulan). 

Hanya satu putusan yang konsisten 

menerapkan minimum khusus. Hal ini 

menunjukkan bahwa norma pidana minimum 

khusus tidak diterapkan secara mutlak dalam 

praktik peradilan. 

2. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan 

pidana di bawah minimum khusus bersumber 

dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang 

menekankan keadilan substantif. Hakim 

mempertimbangkan kecilnya barang bukti, 

penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine 

positif, ketiadaan keterlibatan dalam jaringan 

peredaran gelap, serta keadaan meringankan 

lainnya. Meskipun Pasal 127 ayat (1) UU 

Narkotika tidak dapat diterapkan karena tidak 

didakwakan, Hakim menggunakan ruang 

diskresi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 

sehingga menjatuhkan pidana di bawah 

minimum khusus dianggap lebih proporsional 

dan sesuai fakta persidangan. 
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